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PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA

DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT

BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa program subsidi beras bagi masyarakat

berpendapatan rendah merupakan implementasi dari

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran

Beras oleh Pemerintah;

b. bahwa pemerintah mengadakan dan menyalurkan

cadangan beras bersubsidi bagi masyarakat

berpendapatan rendah, yang penyediaannya

mengutamakan pengadaan beras dari petani dalam

negeri;

c. bahwa penyaluran subsidi beras bagi masyarakat

berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi

beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran –

Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi

kebutuhan beras;
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d. bahwa agar pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat

berpendapatan rendah terlaksana dengan teratur, perlu

menetapkan Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi

Masyarakat Berpendapatan Rendah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum

Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor

4286);

2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang_Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang

Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015
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tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15

Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 10);

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesiua Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010

tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesiua Tahun 2010 Nomor 337);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara

Republik Indonesiua Tahun 2014 Nomor 95);

13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara

Republik Indonesiua Tahun 2015 Nomor 700);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG

PEDOMAN UMUM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT

BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah Tahun 2016 selanjutnya disebut

Pedoman Umum, merupakan pedoman bagi pemerintah

pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait dalam

pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran beras

bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

BAB II

PEDOMAN UMUM

Pasal 2

Pedoman Umum mengatur pengelolaan dan pengorganisasian

Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam:

a. Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah Pusat;

b. Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah Provinsi;

c. Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota;

d. Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah Kecamatan;

e. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan/Pemerintahan

setingkat.
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Pasal 3

Pedoman Umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 disusun

sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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